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Elemen Penerimaan Daerah:

• Pendapatan Asli Daerah

• Dana Perimbangan

• Pinjaman Daerah, dan

• Lain-lain Penerimaan yang sah



Unsur Pendapatan Asli Daerah:

• Pajak Daerah

• Retribusi Daerah

• Hasil Perusahaan Milik Daerah

• Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 

Lainnya yang dipisahkan

• Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Sumber Andalan



Elemen Penerimaan Daerah:

• Pendapatan Asli Daerah

• Dana Perimbangan

• Pinjaman Daerah, dan

• Lain-lain Penerimaan yang sah



Dasar Hukum :

• UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah

• Perda Kota Batam No. 10 Tahun 2011 

tentang PBB

• Perda Kota Batam No. 7 Tahun 2017 

tentang Pajak Daerah



Jenis Pajak Propinsi :

• Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, 

dengan tarif maks. 5%

• Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

atas air, dengan tarif maks. 10%

• Pajak bahan bakar Kendaraan bermotor, dengan tarif 

maks. 5%

• Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah 

dan Air Permukaan, dengan tarif maks. 20%



Bagian Pajak Propinsi Untuk 

Kabupaten/Kota :

• Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di 

Atas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan 

di Atas Air diserahkan paling sedikit 30%.

• Hasil peneriamaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

diserahkan paling sedikit 70%.

• Hasil penerimaan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah 

Tanah dan Air Permukaan diserahkan paling sedikit 70%.



Jenis Pajak Kabupaten/Kota  :

• Pajak Hotel, tarif maks. 10%

• Pajak Restoran, tarif maks. 10%

• Pajak Hiburan, tarif maks. 35%

• Pajak Reklame, tarif maks. 25%

• Pajak Penerangan Jalan, tarif maks. 10%

• Pajak Pengambilan Bahan Galian C, tarif 

maks. 20%

• Pajak Parkir, tarif maks. 20%



Jenis Retribusi Daerah (3 golongan) :

• Retribusi Jasa Umum

• Retribusi Jasa Usaha

• Retribusi Perizinan Tertentu

















Pasal 114



Kebijakan dan strategi yang dapat ditempuh 

Pemda untuk meningkatkan PAD:

• Menghitung potensi PAD yang riil dimiliki daerah

• Evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah

• Pengelolaan PBB yang sistematik

• Memperbaiki sistem perpajakan daerah, dan

• Optimalisasi peran BUMD dan BUMN



Penagihan Piutang Pajak

Batam, 17 Maret 2021



Atas Pajak yang tidak dibayar sampai pada saat jatuh tempo pembayaran

Menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

Tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo pada STPD, 
diterbitkan SURAT TEGURAN

Tidak dibayar sampai tanggal jatuh tempo pada Surat Teguran, 
diterbitkan SURAT PAKSA

Disampaikan oleh JURUSITA PAJAK DAERAH



SURAT PAKSA setara dengan Keputusan Pengadilan yang bersifat memaksa, 

apabila sampai batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Paksa tunggakan pajak 

tidak dibayar dapat dilanjutkan dengan tindakan hukum lainnya:

▪ Pemblokiran Asset Penunggak Pajak

▪ Pemblokiran Rekening Penunggak Pajak

▪ Penyitaan Asset Penunggak Pajak

▪ Pencegahan Penunggak Pajak untuk bepergian ke Luar Negeri

Dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan



PENILAIAN ASSET

FUNGSIONAL PENILAI

Mis: digunakan dalam hal peningkatan 
Nilai Objek Pajak BPHTB



Omset 
Wajib Pajak



Terima kasih
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